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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang 

termaktub di dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar yang terrtulis 

secara konstitusi pemerintah Negara Republik Indonesia pada saat ini juga 

dengan isi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial”. Jadi salah satu tujuan negara ialah memajukan 

kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat luas juga kesejahteraan 

sosial 

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup secara layak dan 

mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, 

organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, 

maupun lembaga kesejahteraan sosial asing sangat diperlukan demi 
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terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan 

berkelanjutan. 

Bagi dunia usaha atau perusahaan, peran yang dapat diberikan adalah 

dengan tersedianya lapangan kerja bagi tenaga kerja. Dengan tersedianya 

lapangan kerja maka tenaga kerja akan mendapatkan haknya berupa upah, 

sehingga akan dapat memenuhi sebagian atau bahkan seluruh kebutuhan 

material, spiritual ataupun sosialnya. Jika hal tersebut terpenuhi maka 

kesejahteraan social juga akan terpenuhi. Hubungan antara badan usaha atau 

perusahaan dengan tenaga kerja diatur dalam Undang undang Nomor 13 

Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. 

Undang undang ketenagakerjaan di antaranya bertujuan untuk 

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar terjamin hak-hak dasar 

pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

pekerja / buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan 

kemajuan dunia usaha. Dalam rangka perlindungan tenaga kerja tersebut maka 

Undang undang Ketenagakerjaan mengatur tentang hak-hak tenaga kerja. Hak 

tersebut misalnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU 

Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk 

memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi 

kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 

Hak-hak tenaga kerja / buruh tersebut baru dimiliki jika terjadi hugungan 

hukum antara tenaga kerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. 



3 

 

Hubungan hukum antara tenaga kerja/buruh dengan pemberi 

kerja/pengusaha dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja antara 

pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha dibuat atas dasar karena: 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan,dan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menjelaskan tentang pengertian 

hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah.  Di samping istilah hubungan kerja juga dijelaskan tentang hubungan 

industrial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 yaitu suatu sistem 

hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang 

dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan 

pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945. 

Berkaitan dengan hubungan industrial, Pasal 102 mengatur sebagai berikut di 

bawah ini.  

(1) Menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah 

mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, 

melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap 

pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 
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(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat 

pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai 

dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 

menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan 

keterampilan,dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan 

memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 

(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi 

pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, 

mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan 

kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. 

Dalam melaksanakan hubungan industrial kadang terjadi konflik antara 

pekerja dengan perusahaan. Beberapa literatur menyebutkan bahwa faktor-

faktor pendorong terjadinya konflik antara lain adanya perbedaan pendapat 

dan pandangan, perbedaan tujuan, ketidak sesuaian cara pencapaian tujuan, 

ketidak cocokan perilaku, pemberian pengaruh negatif dari pihak lain pada apa 

yang akan dicapai oleh pihak lainnya, persaingan, kurangnya kerja sama dan 

lain-lain. 

Secara sosiologis perselisihan dapat terjadi dimana-mana,di lingkungan 

rumah tangga, sekolah, pasar, terminal, perusahaan, kantor dan sebagainya. 

Secara psikologis perselisihan merupakan luapan emosi yang mempengaruhi 
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hubungan seseorang dengan orang lain. Masalah perselisihan merupakan hal 

yang lumrah karena telah menjadi kodrat manusia itu sendiri
1
.  

Perselisihan di lingkungan kerja atau perusahaan merupakan hal yang 

tidak dapat dihindarkan. Perselisihan yang terjadi di lingkungan perusahaan 

dikenal dengan istilah perselisihan perburuhan atau perselisihan hubungan 

industrial. Secara historis, perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara 

majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan 

serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai 

hubungan kerja,syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan (Pasal 1 

Angka (1) huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 1957). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor-Kep 

15.A/Men/1994 istilah perselisihan perburuhan diganti menjadi perselisihan 

hubungan industrial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa perbedaan 

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena 

adanya perselisihan hak,perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan 

hubungan kerja serta perselisihan serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 

satu perusahaan. 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 diatur 

bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi empat (4) macam, 

yaitu: 

                                                 
1
Asikin dan Zainal,“Dasar-Dasar Hukum Perburuhan” ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, 

hlm. 163. 
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1. Perselisihan hak 

2. Perselisihan kepentingan 

3.  Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan 

4.  Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 untuk penyelesaian 

perselisihan dapat melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial mengedepankan musyawarah untuk mufakat 

(win-win solution) agar dengan demikian, proses produksi barang dan jasa 

tetap berjalan  sebagaimana mestinya.  

Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan melalui Pengadilan 

Hubungan Industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah Pengadilan 

Khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang 

memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perselisihan 

hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, selain dapat ditempuh melalui jalur 

pengadilan, dapat juga melalui jalur di luar pengadilan yaitu melalui 

perundingan bipartite, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian melalui 

perundingan bipartit,  adalah perundingan antara pekerja/buruh atau Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial. Hal ini berbeda dengan Lembaga Kerjasama. 

Bipartit sebagaimana dimaksud UU Ketenagakerjaan, bahwa Lembaga 

Kerjasama Bipartit merupakan sebuah forum komunikasi dan konsultasi 
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mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu 

perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang sudah tercatat pada institusi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. 

Idealnya, penyelesaian sengketa (perselisihan) menurut Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 bisa dilaksanakan di dalam Pengadilan maupun 

di Luar Pengadilan,  

Namun di dalam kenyataanya, berdasarkan data yang berhasil penulis 

himpun selama melaksanakan penelitian di bidang ketenagakerjaan, 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Jawa Tengah (Jepara, Kudus 

Demak), banyak yang berhasil selesai di luar pengadilan dari pada di dalam 

pengadilan 

Tabel 1.1 

Lokasi Selesai di luar Pengadilan (Mediasi) Selesai di Pengadilan 

Jepara 79,1% 20,09% 

Kudus 89,9% 10,1% 

Demak 67,4% 32,6% 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Kudus
2
 

 

Dari data yang berhasil penulis dapatkan tersebut terlihat jelas 

perbedaan yang mencolok antara penyelesaian di dalam pengadilan dengan di 

luar pengadilan, dimana penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi di 

Kabupaten Kudus lebih banyak berhasil dari pada yang diselesaikan di dalam 

                                                 
2
 Agus Juanto Arsip Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan / Mediator 

Hubungan Industrial Kabupaten Kudus Tahun 2019 
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pengadilan dari pada di kota-kota lain, oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

menulis sebuah penelitian dengan judul :“Pelaksanaan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mekanisme Mediasi Di Kabupaten 

Kudus” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa para pihak lebih memilih mediasi untuk menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial ? 

2. Bagaimanakah keberhasilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalui mekanisme mediasi di Kabupaten Kudus? 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya 

antara lain sebagai berikut ini : 

Tabel 1.2 

No Nama Peneliti Judul Hasil penelitian 

1 Iwayan Agus 

Vijayantera 

Perselisihan 

Pemutusan Hubungan 

Kerja Sebagai 

Dampak 

Penggabungan, 

Peleburan, 

Pengambilalihan 

Penyelesaian perselisihan 

hubungan Industrial dapat 

ditemph melalui Upaya hukum 

non litigasi yang dapat 

ditempuh pekerja dalam hal 

terjadinya pemutusan 

hubungan kerja yakni upaya 

penyelesaian melalui bipartit, 

mediasi, dan konsiliasi. Upaya 

hukum arbitrase tidak dapat 
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No Nama Peneliti Judul Hasil penelitian 

digunakan dalam penyelesaian 

perselisihan tersebut karena 

perselisihan pemutusan 

hubungan kerja tidak termasuk 

dalam lingkup perselisihan 

yang dapat diselesaikan 

melalui penyelesaian arbitrase 

sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Apabila 

upaya hukum non litigasi telah 

ditempuh dan upaya tersebut 

gagal dalam menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi, maka 

pekerja dapat menempuh 

upaya litigasi dengan 

mengajukan gugatan melalui 

Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan 

Negeri setempat. Perselisihan 

pemutusan hubungan kerja 

yang telah diselesaikan melalui 

Pengadilan Hubungan 

Industrial, terhadap putusan 

yang dikeluarkan masih dapat 

dilakukan upaya hukum kasasi 

melalui Mahkamah Agung 
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No Nama Peneliti Judul Hasil penelitian 

Republik Indonesia. Sedngkan 

dalam karya ini penulis 

mengkhususkan untuk 

menjabarkan penyelesaian 

sengketa melalui mekanisme 

Mediasi 

2 Encik Lukmanul 

Hakim 

Penyelesaian  

Perselisihan 

Hubungan Industrial 

Secara Non Litigasi 

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 

Tahun 2004 

Penyelesaian Perselisihan 

HubunganIndustrial secara 

Non Litigasi menurut Undang-

Undang No.2 Tahun 2004 

yangdilakukan dengan cara 

Bipartiet, Mediasi, Konsiliasi 

dan Arbitrase yang didasari 

oleh nilai-nilai Pancasila 

sehingga akan menciptakan 

Harmoni bagi pekerja dan 

pengusaha serta Netralitas 

Mediator dalam penyelesaian 

perselisihan hubungan 

industrial. Dan di dalam karya 

ini penulis akan menjabarkan 

tentang penyelesaian melalui 

mekanisme Mediasi saja. 

3 DahliaadanaAga

thaaJumiati 

Penyelesaian 

PerselisihanaHubunga

naIndustrialaBerdasar

kan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 

Prinsip utama untuk 

menyelesaikan masalah konflik 

hubungan kerja menurut 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 pada dasarnya 

mengutamakan prinsip 
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No Nama Peneliti Judul Hasil penelitian 

perundingan untuk mencapai 

kesepakatan melalui 

musyawarah dengan sistem 

bipartit, tindakan ini dipilih 

dulu karena berdasarkan UU 

Nomor 2 Tahun 2004 

penyelesaian perselisihan 

hubungan Industrial dilakukan 

via bipartit untuk menekan 

biaya dan demi mendapatkan 

hasil yang maksimal.  

Sedangkan karya ini khusus 

pada Mediasi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Alasan Para pihak lebih memilih mediasi untuk 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial 

2. Untuk Mengetahui keberhasilan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui mekanisme mediasi di Kabupaten Kudus 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian tentang pelaksanaan penyelesaian peselisihan 

hubungan industrial melalui mediasi di Kabupaten Kudus dapat bermanfaat 

bagi para pihak yang mengalami sengketa (perselisihan) karena karya ilmiah 

ini bisa dijadikan referensi untuk menjadi solusi dalam acuan sebagai jalan 

tengah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dihadapai dengan 
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di selesaikan melalui cara mediasi baik proses secara teoritis maupun secara 

praktis dalam pelaksanaan perundingan yang menghadirkan mediator,  

mediator bertindak sebagai penengah dengan tetap menjaga netralitas. 

 

F. Pembatasan Penelitian 

Di dalam penelitian ini dibatasi dalam lokus Kudus dikarenakan demi 

fokusnya penelitian dan agar tidak menjadi kabur di dalam menentukan 

batasan wilayah. 

Alasan lain yang dipilih adalah karena penulis berpendapat bahwa di 

kota Industri ini yaitu Kabupaten Kudus tersebut merupakan cerminan kondisi 

yang riil mengenai masalah ketenagakerjaan yang ada di Jawa Tengah 

dikarenakan banyaknya kasus yang di jumpai tentang perselisihan hubungan 

industrial, dimana para pihak adanya perundingan dengan menggunakan cara 

sesuai kesepakatan yang dipilih.  

 

G. Metode Penelitian 

Metode dalam arti harafiahnya berarti cara, sedangkan penelitian pada 

dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Dengan demikian metode 

penelitian adalah cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar yang 

dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah).
3
 

Metode penelitian yang digunakan Penulis memuat uraian yang berisi 

beberapa hal sebagai berikut : 

                                                 
3
SulistyowatiaIriantoadanaShidarta, “MetodeaPenelitianaHukum: KonstelasiadanaRefleksi ”, 

Yayasan PustakaaoboraIndonesia, Jakarta, 2011, hal 97. 
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1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang dialukan penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan non-doktrinal. Seperti yang 

diungkapkan oleh Zainuddin Ali bahwasanya penelitian hukum itu 

dilaksanakan untuk menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

akademis dan praktis, baik yang berkenaan dengan asas hukum, norma dan 

kenyataan implementasi hukum di dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari”.
4
 Metode non-doktrinal dipilih dikarenakan sesuai dengan 

pertimbangan bahwa untuk menjawab permasalahan hukum yang hendak 

dipecahkan, perlu pengamatan langsung di lapangan seputar implementasi 

hukum, lalu hasil pengamatan tersebut diuji dengan menggunakan 

berbagai macam instrument hukum yang tertulis seperti Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah dan Yurisprudensi serta pandangan para pakar yang 

bersangkutan dengan pelaksanaan penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial Melalui Mekanisme Mediasi di Kabupaten Kudus 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi yang diskriptif-

analisis.Kartini Kartono berpendapat bahwasanya deskriptif bermakna 

penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan 

objek penelitian secara utuh lalu diurutkan dan ditulis sesuai dengan 

                                                 
4
ZainuddinaAli, ”Metodea PenelitianaHukum”, SinaraGrafika, Jakarta, 2010, hal 19. 
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sistematika. penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran 

data yang seteliti mungkin.
5
 

 Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah dengan mengambil data sebanyak mungkin dari 

lapangan, mereduksi dan kemudian menyusunnya secara sistematis. 

6
Sengketa (perselisihan) atau kasus yang akan digambarkan adalah 

mengenai pelaksanaan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Melalui Mekanisme Mediasi di Kabupaten Kudus. 

3. Metode Penentuan Sampel 

 Sampel adalah sebagian objek yang dianggap mewakili gambaran 

menyeluruh dari keseluruhan objek penelitian.
7
 Penentuan sampel 

merupakan sebuah tindakan untuk memilih objek mana yang akan 

dijadikan wakil untuk menggambarkan keseluruhan.Populasi adalah bentuk 

gambaran dari keseluruhan objek yang akan diteliti.
8
 Penulisan Tesis ini 

akan digunakan teknik pengambilan sampel dengan cara teknik non 

random sampling. 

 Bambang Sunggono berpendapat bahwa dalam praktiknya, non 

random sampling bermakna bahwasanya sampel sudah dipilih dan 

ditentukan sebelumya sehingga tidak dipilih secara acak.
9
 

Dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil adalah informan dari :  

                                                 
5
KartiniaKartono, PengantaraMetodologiaResearch, Alumni, Bandung, 1983, hal 10. 

6
Soenarjo, MetodeaRiset 1, UniversitasaNegeriaSebelasaMaret, Surakarta, 1985, hal 8 

7
SuharsiniaArikunto, ProseduraPenelitianaSuatuaPendekatanaPraktik, RinekaaCipta, Jakarta, 

1998, hal 115. 
8
RonnyaHanitijoaSoemitro, MetodologiaPenelitianaHukumadanaJurimetri, GhaliaaIndonesia, 

Jakarta, 1994, hal 9. 
9
Bambang Sunggono, “ Metodologi Penelitian Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 122. 
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a. Karyawan Perusahaan 7 orang yang berselisih tentang ketenaga 

kerjaan di Kabupaten Kudus (SS, SA, TS, TA, WA, ST dan SU) 

b. 4 orang HRD Perusahaan yang ada hubungannya dengan pekerja atau 

karyawan di Kabupaten Kudus (BA, BC, DS dan DC) 

c. Budi Santoso Mediator Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus 

d. Agus Juanto, mediator juga selaku Kepala Bidang Perselisihan 

Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan Kabupaten 

Kudus 

4. MetodeaPengumpulanaData 

 Metode pendekatan yang akan penulis gunakan ialah metode 

pendekatan non-doktrinal. Sehingga data yang dianggap sebagai data 

utama pada penelitian ini adalah data primer. Data sekunder yang di 

dalamnya terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier hanyalah merupakan sebuah data pendukung. Data 

primer yang berlaku sebagai data utama akan penulis peroleh melalui 

proses observasi dan wawancara. Adapun Metode Pengumpulan data yang 

di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. DataaPrimera 

Data Primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari 

sumbernya dan akan penulis olah dengan menggunakan berbagai 

macam teknik reduksi. 
10

 Wawancara dalam penelitian ini akan 

                                                 
10

Op. Cit, hal 106. 
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dilakukan penulis dengan menggunakan proses tanya jawab yang 

melibatkan proses bertatap muka secara langsung dengan informan. 

b. DataaSekundera 

Data sekunder akan penulis peroleh dari sumber sumber media 

cetak, baik berupa buku, majalah, jurnal dan lain sebagainya.
11

 Untuk 

melengkapi data dalam penelitian ini, selain mengadakan wawancara, 

Penulis juga mengambil data sekunder yang diperoleh dari 

kepustakaan berupa : 

1) Bahanahukumaprimeraterdiri dari :  

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

b) KUHPerdata 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial 

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa 

f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

g) Peraturan Perusahaan (PP) 

h) Perjanjian Kerja (PK) 

i) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
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2) Bahanahukumasekunder berupa : Referensi, yaitu buku-buku yang 

berkaitan dengan Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial Melalui Mekanisme Mediasi di Kabupaten Kudus 

5. MetodeaPengolahanadanaPenyajianaData 

Penelitian ini akan menggunakan data primer sebagai data utama dan 

data sekunder setelah itu akan diproses lagi sehingga hasilnya lebih 

mendekati ke kebenaran. Dari data-data tersebut kemudian dilakukan 

proses reduksi data sehingga bisa diambil kesimpulan, serta laporannya 

dibuat dalam bentuk tesis. 

6. MetodeaAnalisisaData 

Metode analisa data yang akan penulis gunakan adalah data  primer 

sebagai data utama akan dianalisa secara kualitatif yakni setelah penulis 

menerima data dari para responden dan berbagai sumber di lapangan. Data 

tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode induktif,data yang 

bersifat umum dirinci lagi dan dikonversi menjadi khusus melalui proses 

reduksi. Data Sekunder juga akan dianalisis menggunkan teknik deskriptif 

kualitatif, yaitu menyimpulkan dan atau menjelaskan data yang diperoleh 

dari buku, karangan ilmiah atau tulisan lain dalam bentuk kalimat. 
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H. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tesis ini akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bagian di 

antaranya adalah sebagai berikut ini : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab kesatu di dalam penelitian ini akan menguraikan tentang pendahuluan 

yang memuat tentang latar belakang yang menjabarkan tentang fenomena 

yang akan penulis teliti, perumusan masalah yang berisi tentang masalah yang 

akan dirumuskan, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan 

praktis, pembatasn penelitian metode penelitian serta metode penentuan 

sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, 

metode analisis data sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya menerangkan 

tentang perihal definisi hubungan indutrial, jenis-jenis perselisihan hubungan 

industrial, penyelesaian hubungan industrial perselisihan di luar pengadilan, 

objek penelitian fokus di Kabupaten Kudus sebagai kota industri selalu 

komitmen menjaga hubungan industrial yang harmonis. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan 

penulis jabarkan, di dalamnya dijabarkan tentang alasan memilih mediasi 

sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tingkat 

keberhasilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

mekanisme mediasi di Kabupaten Kudus. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran yang akan disimpulkan oleh 

penulis dan saran yang diharapkan dari para pembaca. 

 


